
a. bahw berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang 
Und g Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negar · , Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan 
pang t tertentu; 

b. bahw • dalarn rangka pengernbangan profesionalisrne dan 
pernb·fnaan karier Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan 
rnutu pelaksanaan tugas urnurn pernerintahan, 
pernbtngunan dan pelayanan kepada rnasyarakat serta 
sebagai landasan bagi pernberian tunjangan dan 
peny sunan formasi jabatan fungsional Pegawai Negeri 
Sipil dipandang perlu rnenetapkan jabatan pelaksana 
dan jabatan fungsional tertentu di Lingkungan 
Perne intah Kabupaten Deli Serdang; 

c. bahwr berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dim8f sud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu 
rnen~apkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang 
Norn nklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
Terte tu di lingkungan Pernerintah Kabupaten Deli 
Serdrg; 

1. Undjng-Undang Drt Nornor 7 Tahun 1956 tentang 
Pern~entukan Daerah Otonorn Kabupaten-Kabupaten 
Dalap. Lingkungan Daerah Propinsi Surnatera Utara 
(Lernf aran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Norn r 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indo esia Nornorl029); 

2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemientukan Peraturan Perundang-Undangan 
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Nomo~ 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indorn1sia Nomor 52340); 

3. Undarig-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil ~egara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu~ 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Repu~ik Indonesia Nomor 5494); 

4. Und g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Peme ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonlsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negar · Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telahi iubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Und g Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonfsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Perat ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Mana emen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Repu , lik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
6037)1 

6. Peratihran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refo asi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

an Evaluasi Jabatan; 

7. Perat ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refory1-asi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Jdi Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Repuf1ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 
Tahu 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 

9. Pera uran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 
Tah n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Per gkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli 
Serdang Tahun 2016 Nomor 03); 



11. 

10. 

Dalam Pejaturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerar adalah Kabupaten Deli Serdang. 
2. Pemeryntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli 

Serdrup.g. 
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang. 
4. Sekre~aris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Deli Sf rdang. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dalaml penyelenggaraan pemerintah daerah. 
6. Apar,~ur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Peme intah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
insta, si pemerintah. 

7. Calo Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, 
lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk 
menj*di Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan 
perat ran perundang-undangan. 

8. Pega ai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selan1utnya disingkat PPPK adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat 
berdJsarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
terteilitu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemdrintahan. 

9. Jabian Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur 
sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan 
kegi tan pelayanan publik serta administrasi 
pem,rintahan dan pembangunan. 
Jabalitan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
kete~ampilan tertentu. 
Nomrnklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang 
meniadi identitas oenamaan iabatan dibawah eselon 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATU~ BUPATI TENTANG NOMENKLATUR 
JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL 
TERTEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
DELI SE ANG. 

MEMUTUSKAN 

/ 

Menetapkan 



Pasal 4 

BAB III 
PENAMAAN JABATAN PELAKSANA 

DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

( 1) Penar,aan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional 
tertertu dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Namtnama Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
Tert ntu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli 
Serd g sebagaimana tercantum pada lampiran I dan 
lamJiran II yang merupakan bagian yang tidak 
terpilkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 3 

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu 
sebagaimFa dimaksud dalam Pasal 2, digunakan 
sebagaimana acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk: 
a. peny 1lsunan dan penetapan kebutuhan; 
b. pene tuan pangkat dan jabatan; 
c. penge bangan karir; 
d. peng bangan kompetensi; 
e. penilran kinerja; 
f. pen ajian dan tunjangan; dan 
g. pemb rhentian. 

(1) Jabatar Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu 
bagi !A.SN bertujuan untuk mengelompokkan dan 
meng~asifikasikan jabatan ASN yang menunjukkan 
kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja. 

(2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja 
dimaksud pada ayat ( 1) diwujudkan dalam bentuk 
nome9klatur jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. 

(3) Nome1klatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
Tertenlru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
didas8frkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/ at.au 
profes kompetensi serta kebutuhan organisasi. 

Pasal2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 



PPPK d,pat diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan 
Fungsio al Terten tu. 

Pasal 7 

Paragraf 3 
PPPK 

(1) PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural 
dan/ I tau Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan 
Pelak~na dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu. 

(2) Peng gkatan dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan 
Fung ional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilak kan oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan 
deng n Keputusan Bupati dengan berpedoman pada 
kete tuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Paragraf 2 
PNS 

Pelaksana bagi 
apabila CPNS 
pada jabatan 

(2) Penge ualian pengangkatan Jabatan 
CPNS sebagaimana pada ayat (1), 

nyai jabatan yang melekat 
nal tertentu. 

Pasal 5 

Paragraf 1 
CPNS 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan 

BAB IV 
PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN 

( 1) CPNS i Lingkungan Pemerintah Daerah diangkat dalam 
Jabat n Pelaksana. 
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BUPATIDELISERDANG 

Ditetapkan di Lubuk Pakam 
pada tanggal 17 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN DELI SERDANG 

DARWIN UJ.Sos 

Diundangkan di Lubuk Pa am 
pada tanggal I ? - O 1 - c,'l.0,,1!0 

Peratura1 Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundan!?f.an. 
Agar s,tiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Be~ita Daerah Kabupaten Deli Serdang 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

P.asal 10 

Peminda n PNS dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan 
Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
dilakukaJ oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusab. Bupati. 

Paragraf 2 
PNS 

Pasal 9 

CPNS yan diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan 
Fungsionf Tertentu tidak dapat dipindahkan sebelum 
diangkat , enjadi PNS. 

Bagian Kedua 
Pemindahan 
Paragraf 1 

CPNS 
Pasal 8 


